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BAB I   

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah  

Perkembangan zaman di era digital atau lebih popular disebut revolusi 

industri 4.0, sangat berpengaruh pesat kepada kehidupan manusia dengan 

menekankan pada pola digital Economy, Artificial Intelligence, Big Data, 

Robotic, dan lain sebagainya atau dikenal dengan fenomena Disruptive 

Innovation. Menghadapi tantangan tersebut, dunia Peradilan juga dituntut 

untuk melakukan perubahan-perubahan yang signifikan dalam melakukan 

tindakan hukum.  

Sejak keluarnya  PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas 

PERMA Nomor 1 Tahun 2019, tentang Administrasi Perkara dan persidangan 

di Pengadilan Secara Elektronik yang merupakan serangkaian proses 

penerimaan gugatan/ permohonan/ keberatan/ bantahan/ perlawanan/ 

intervensi, penerimaan pembayaran, penyampaian panggilan/ pemberitahuan, 

jawaban, replik, duplik, simpulan, penerimaan upaya hukum, serta 

pengelolaan, penyampaian, dan penyimpanan dokumen perkara perdata/ 

perdata khusus/ perdata agama/ tata usaha militer/ tata usaha Negara dengan 



2 

 

 

menggunakan system elektronik yang berlaku di masing-masing lingkungan 

peradilan.1  

Untuk saat ini, kita dihadapkan terhadap dua pilihan, yaitu tetap 

mempertahankan hukum acara yang sudah usang, dengan konsekuensi akan 

menyulitkan dan merugikan kepentingan para pencari keadilan, atau 

berinisiatif untuk membuat terobosan baru, yang dapat memberikan 

kemudahan dan biaya yang lebih murah bagi para pihak yang berperkara.2  

Tentunya, Mahkamah Agung pun tidak bisa berdiam diri dengan 

kondisi yang terjadi saat ini, karena masyarakat pencari keadilan yang akan 

menanggung semua kerugian itu, sehingga oleh karenanya terobosan dan 

pembaharuan harus terus dilaksanakan, untuk memberikan pelayanan yang 

lebih baik bagi para pencari keadilan.3 

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan system 

guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan 

peradilan. Maka dengan itu perlu adanya terobosan baru yang dipadukan 

dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang.  

Pemerintah pada hakekatnya adalah lembaga hukum yang akan 

memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang mana pemerintah selalu 

diberikan tuntutan dalam pemberian layanan yang bagus. Karena birokrasi 

                                                             
1 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang 

Administrasi Perkara dan persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. 
2 Mahkamah Agung, “Sambutan Sosialisasi Panggilan dan Pemberitahuan Dengan Surat Tercatat 

Antara MA Dengan PT. POS Indonesia”, Bandung 14 Juli 2023, hlm. 5 
3 Ibid, hlm. 5 
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public mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menyajikan layanan public 

yang bagus dan professional yakni satu diantaranya layanan jasa hukum. 

Fasilitas jasa hukum yang diberikan pemerintah melalui Pengadilan Negeri. 

Namun pelayanan jasa hukum di Indonesia masih lemah, yang disebabkan oleh 

para aparat hukum yang belum optimal menjalankan tugasnya, dan lemahnya 

kesadaran masyarakat dalam mentaati hukum, serta prosedurnya yang berbelit-

belit yang menyebabkan proses penyelesaian perkara berjalan lama.4  

Seiring dengan perkembangan teknologi, yang membuat system kerja 

konvensional menjadi digital, yang ditandai dengan pemerintah yang telah 

memanfaatkan Electronic Government. Electronic Government yakni aplikasi 

teknologi informasi dengan basis internet dan digital yang dilakukan 

pengelolaan dari pemerintah dalam pemberian layanan akan public yang 

memiliki kualitas baik. 

Mahkamah Agung RI memberikan pernyataan akan PERMA Nomor 1 

Tahun 2019 mengenai administrasi perkara di Pengadilan melalui cara 

Elektronik. Hal ini ialah sebuah inovasi yang diadakan Mahkamah Agung pada 

upaya membentuk reformasi dalam dunia peradilan di Indonesia melalui 

system e-Court.5  

                                                             
4 Mela Saputri,Jumiati, “Efektivitas Pelaksanaan Layanan Publik Dengan Aplikasi e-Court Di 

pengadilan Negeri Lubuk Sikaping”, Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik, Volume 5 

Nomor 1, 2023, hlm. 35 
5 Ibid. 



4 

 

 

e-Court ialah suatu aplikasi atau layanan yang memberikan 

kemungkinan bagi yang mencari keadilan bisa mendaftarkan perkaranya 

secara online dan mendapatkan pemanggilan yang dilakukan secara online 

pula. Adapun layanan e-Court terbagi atas e-filling (mendaftarkan perkara 

online), e-payment (membayarkan biaya perkara online), e-summons 

(dipanggil dengan cara online), dan e-litigasi (persidangan yang dilakukan 

secara online).6 

Deengan adanya prosees seepeerti itu maka dapat me empeerceepat prosees 

peenyeeleesaian dalam beerpeerkara di peengadilan. Dikare enakan dapat meengheemat 

waktu seerta dalam biaya pe erkara tidak dibeebankan lagi teerhadap para pihak, 

dan juga dapat meengheemat biaya kareena tidak peerlu meenghadiri kee peengadilan 

dan tinggal meenunggu informasi dari peengadilan untuk peenjadwalan atau court 

caleendar untuk ageenda-ageenda sidang seelanjutnya.  

Peenyeeleesaian peerkara seecara e-Court ini, didasarkan pada PERMA 

Nomor 7 Tahun 2022 teentang peerubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

teentang Administrasi Peerkara dan Peersidangan di peengadilan seecara eeleektronik. 

Deengan adanya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 se etidaknya ada beebeerapa hal 

baru yang diatur dalam PERMA teerseebut, yaitu: 1) pe embayaran yang leebih 

ringan seesuai deengan asas peeradilan 2) peemanggilan dan peembeeritahuan yang 

dulunya dilakukan ole eh juru sita dan seekarang dilakukan oleeh peetugas pos, 

                                                             
6 Ibid. 
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deengan cara keerja sama antara PT. POS dan Pe engadilan dan, 3) pe ersidangan 

yang dilakukan seecara online e.  

Dikareenakan adanya e-Court ini seejatinya tidak meenghilangkan 

proseedur tahapan yang ada pada pe ersidangan yang dilakukan pe ersidangan 

biasa, hanya saja e-Court ini meenyeempurnakan seerta meemudahkan pada tahap-

tahap teerteentu di dalam prose es beerjalannya peersidangan yang dilakukan se ecara 

onlinee dan meembantu meemudahkan para peencari keeadilan guna meenghindari 

hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat deengan sangat meerugikan keedua beelah 

pihak. 

Adanya e-Court ini maka akan teerbuka seemua informasi yang 

dibutuhkan masyarakat agar dapat pe eka teerhadap peeran leembaga peeradilan 

dalam meembeeri jalan dalam meenyeeleesaikan suatu masalah hukum, jadi 

masyarakat tidak peerlu ragu untuk meelimpahkan kasus dan masalahnya ke epada 

peengadilan yang ada dalam hal ini khususnya di Pe engadilan Neegeeri Reembang.  

Seebagian peerubahan yang dibawa ole eh PERMA baru teerseebut masih 

harus dipeertanyakan ulang me engeenai eefeektivitas dan eefisieensi dalam 

peenyeeleesaian peerkara peerdata. Dalam eera modeern saat ini, eefisie ensi dan 

eefeektivitas peenanganan seebuah peerkara adalah hal yang mutlak dipe erlukan oleeh 

seebuah peengadilan kareena seecara faktual beeban peerkara yang ditanggung 

peengadilan akan seelalu meeningkat dari tahun ke e tahun kareena seemakin 

kompleeks seehingga poteensi timbulnya konflik di mayarakat akan me eningkat.  
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Bila meelihat pada tahun 2022, Pe engadilan Tinggi Jawa Te engah teelah 

meeneerima peendaftaran peerkara peerdata meelalui e-Court seebanyak 7.013 

peerkara. Beerdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Pe engadilan Neegeeri tidak 

diwajibkan untuk meelaksanakan peersidangan seecara eeleektronik (e-litigasi) 

apabila salah satu pihak tidak me embeerikan peerseetujuan untuk meelaksanakan e-

litigasi. Hal ini meenimbulkan implikasi te erhadap tinggi reendahnya preeseentase e 

peelaksanaan e-litigasi pada Peengadilan Neegeeri di Jawa Teengah.  

Bila meelihat dari 35 (tiga puluh lima) Pe engadilan Neegeeri di Jawa 

Teengah, 5 (lima) diantaranya meenunjukkan capaian preeseentasee e-litigasi di atas 

50%, seedangan 30 (tiga puluh) Pe engadilan Neegeeri di Jawa Teengah sisanya 

hanya meencapai preeseentasee peelaksanaan e-litigasi dibawah 50%. Kondisi nyata 

peelaksanaan e-litigasi di atas meenimbulkan peertanyaan teerkait seejauh mana 

asas peeradilan seedeerhana, ceepat, dan biaya ringan dite erapkan. Seejalan deengan 

kasus diatas, makna asas pe eradilan seedeerhana, ceepat, dan biaya ringan bukan 

hanya seekeedar meenitikbeeratkan pada unsur keeceepatan dan biaya ringan seemata, 

teetapi dimaksudkan agar dalam pe enye eleesaian peerkara di Peengadilan dilakukan 

seecara eefeektif dan eefisieen tanpa meengurangi kualitas pe ertimbangan hakim.7  

Beerdasarkan peeneelitian pada tahun 2021, yang teelah dilakukan 

seebeelumnya di Peengadilan Neegeeri Seemarang oleeh Dandi Nareendra Putra teerkait 

impleemeentasi e-Court diteemukan beebeerapa kondisi yang meeliputi prosees 

                                                             
7 Maya Hildawati Ilham, “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap 

Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246/K/Pid/2017)”, 

Jurnal Verstek, Volume 7 Nomor 3, hlm.215 
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peendaftaran meelalui e-Court dianggap masih komple eks dan beerbeelit-beelit, 

adanya keendala keeteerbatasan systeem e-Court dan masih adanya 

keetidaksinkronan peenghitungan biaya peerkara dalam systeem.8 

Seedangkan dalam peeneelitian seerupa teerkait systeem e-Court yang 

dilakukan oleeh Lisfeer Beerutu di Peengadilan Neegeeri Seemarang, Peengadilan 

Neegeeri Pati, Peengadilan Neegeeri Kudus, dan Peengadilan Neegeeri Reembang, 

diteemukan bahwa peelaksanaan e-litigasi beelum optimal dikareenakan adanya 

hambatan yang beerasal keetidakpastian hadirnya para pihak dan jadwal 

peersidangan, biaya tinggi dan keendala peerlunya peerseetujuan dari para pihak 

meengeenai peelaksanaan e-litigasi.9 

Beerdasarkan latar be elakang diatas peenulis ingin meeneeliti leebih dalam 

meengeenai aplikasi e-Court di Peengadilan Neegeeri Reembang yang ditinjau dari 

seegi Efeektivitas Hukum deengan judul “EFEKTIVITAS PENERAPAN 

SISTEM E-COURT DALAM PERADILAN MODERN DI 

PENGADILAN NEGERI KELAS II REMBANG” 

B. Pembatasan Dan Perumusan Masalah  

Prosees beeracara deengan meetodee eeleektonik sangat dipeerlukan, seesuai 

deengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 teentang 

                                                             
8 Dandi Narendra Putra, “Implementasi Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (E-

Court) dalam Penyelesaian Perkara Gugatan Sederhana di Pengadilan Negeri Semarang”, Skripsi, 

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2021, hlm.100-108.  
9 Lisfer Berutu, “Sistem E-Court dalam Mewujudkan Peradilan Perdata yang Sederhana, Cepat, dan 

Biaya Ringan”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Semarang, 2022, hlm. 309-

312 
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keekuasaan keehakiman meenyeebutkan peeradilan dilakukan deengan seedeerhana, 

ceepat, dan biaya ringan. Pe erlu dilakukan peembaruan systeem guna meengatasi 

keendala dan hambatan dalam prose es peenye eleenggaraan peeradilan. Maka 

rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam pe enulisan ini yaitu : 

1. Bagaimana eefeektivitas systeem e-Court dalam prosees beeracara di Peengadilan 

Neegeeri Reembang Keelas II? 

2. Apa keendala yang teerjadi terhadap systeem e-Court selama sistem tersebut 

beroperasi? 

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

Peeneelitian ini dimaksudkan untuk me empeeroleeh peemahaman meengeenai 

peembaharuan hukum acara pe erdata yang dilakukan ole eh Mahkamah Agung 

meelalui PERMA Nomor 7 tahun 2022. Tujuan teerseebut dipeeroleeh deengan 

meelakukan peeneelitian seecara leebih rinci untuk:  

1. Tujuan Peeneelitian: 

Seesuai deengan rumusan masalah yang ditulis, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam peeneelitian ini adalah Untuk meengeetahui Bagaimana eefeektivas 

peelaksanaan e-Court teerhadap prosees beeracara di Peengadilan Neegeeri 

Reembang 

2. Manfaat Peeneelitian: 

Hasil peeneelitian ini diharapkan akan be ermanfaat dan beerguna, baik dari 

seegi teeoritis maupun seegi praktis. 
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1) Seecara teeoritis, Peeneelitian ini diharapkan dapat beermanfaat untuk 

meelihat bagaimana kee-eefeektivitasan beerpeerkara meenggunakan syste em 

teerbaru yang dikeenal deengan systeem e-Court meenurut PERMA Nomor 

7 Tahun 2022 teentang peerubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 

di Peengadilan Neegeeri Keelas II Reembang pada masa  peergantian syste em 

yang lawas meenjadi systeem yang beerubah meenjadi digital dan dapat 

meenjadi reefeereensi dan bahan diskusi ole eh peeneeliti seelanjutnya seerta 

dapat meenambah wawasan dan ilmu peengeetahuan pada Mahasiswa 

Fakultas Hukum. Hasil pe eneelitian ini diharapkan dapat digunakan 

seebagai landasan bagi pe eneelitian seelanjutnya yang meengambil 

peeneelitian seejeenis di masa yang akan datang.  

Hal ini juga dapat meembantu peemeerintah dalam meeninjau 

systeem e-Court dari seegi eefeektivitas agar dapat dike etahui hal apa yang 

meempeengaruhi eefeektivitas dalam peelaksanaan systeem e-Court itu 

seendiri. 

2) Seecara Praktis  

a. Bagi Mahkamah Agung  

Hasil peeneelitian ini diharapkan dijadikan se ebagai bahan acuan bagi 

Mahkamah Agung dalam me elakukan peembaharuan hukum acara 

peerdata untuk meewujudkan asas peeradilan seedeerhana, ceepat, dan 

biaya ringan.  

b. Bagi Masyarakat  



10 

 

 

Hasil peeneelitian ini diharapkan dapat dijadikan re efeereensi bagi 

masyarakat atau para pihak be erpeerkara di Peengadilan Neegeeri 

dalam meencari peenyeeleesaian teerhadap peermasalahan peersidangan 

eeleektronik peerkara peerdata.  

c. Bagi Peenulis  

Hasil peeneelitian ini diharapkan dapat me enjadi syarat tugas akhir 

guna meempeeroleeh geelar S.H pada Fakultas Hukum Univeersitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

D. Kerangka Pemikiran 

Keerangka beerpikir dalam peeneelitian ini, peenulis gambarkan seecara 

skeematis, antara lain se ebagai beerikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem e-Court di 

Pengadilan Negeri Kelas 

IB Rembang 

PERMA Nomor 7 Tahun 

2022 

Efektivitas Penggunaan 

Sistem e-Court 

Kendala yang terjadi 

selama penggunaan 

sistem e-Court 
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Litigasi eeleektronik meerupakan teerobosan hukum dilaksanakan ole eh 

peemeerintah untuk meempeerceepat prosees peerkara yang dibawa kee peengadilan. 

Meerupakan inovasi yang muncul se ebagai akibat dari pe esatnya peerkeembangan 

informasi dan te eknologi di seeluruh dunia.  

Efeektivitas hukum beerarti bahwa masyarakat be enar-beenar beerpeerilaku 

seesuai deengan hukum seebagaimana meestinya, bahwa standar-standar teerseebut 

beenar-beenar dipeenuhi dan dipatuhi. Efeektivitas meenjadi topic peembahasan yang 

meenarik, kareena eefeektivitas meerupakan suatu konseep luas yang meencakup 

beebeerapa factor eeksteernal dan inteernal organisasi, seehingga eefeektivitas 

meerupakan salah satu be entuk produktivitas, yaitu untuk me encapai keerja yang 

maksimal. 

Efeektivitas hukum meengacu eefeektivitas yang ditunjukkan ole eh tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu e efeektivitas hukum meerupakan salah satu upaya yang 

biasa dilakukan untuk me eningkatkan keesadaran akan norma hukum me elalui 

peencatuman sanksi.  

Aplikasi e-Court adalah peelayanan peendaftaran, peembayaran, dan 

peemanggilan peerkara seecara onlinee di wilayah hukum Mahkamah Agung yaitu 

Peeradilan Umum, Pe eradilan Tata Usaha Neegara, Peeradilan Agama, dan 

peeradilan Militeer. Mahkamah Agung teerus meendorong upaya optimalisasi 

peemanfaatan teeknologi informasi (TI) untuk me endukung peelayanan, 

transparansi, dan akuntabilitas teerkait PERMA Nomor 7 Tahun 2022 teentang 

administrasi peerkara seecara eeleektronik di peengadilan, oleeh kareena itu 
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peertumbuhan diharapkan parame eteer kineerja kontrak, khususnya sub-parameeteer 

indeeks kualitas seengkeeta, dimana suatu kasus me endapat tambahan poin 

otomatis deengan meenggunakan indicator E-filling, E-Payment, E-Summons, 

dan E-Litigation.  

Systeem layanan onlinee ini diharapkan dapat me embatasi ruang 

komunikasi langsung antara pe endaftar dan staff peengadilan, pada dasarnya e-

Court meerupakan layanan bagi peendaftar untuk meendaftarkan peerkara seecara 

onlinee, meendapatkan taksiran panjar biaya pe erkara seecara onlinee, seehingga 

yang teermasuk dalam e-Court teerseebut ada eempat fitur utama be erupa 

peendaftaran peerkara (e-filling), dan peembayaran panjar uang pe erkara (e-

payment), peenyampaian peembeeritahuan dan peemanggilan peersidangan seecara 

eeleektronik (e-summons), seerta peersidangan yang dilakukan se ecara onlinee (e-

litigation) 

E. Metode Penelitian 

Untuk peeneelitian ini seendiri pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk 

meendapatkan informasi be eseerta tujuan dan manfaatnya. Me etodee adalah “cara 

yang beenar dalam meelakukan seesuatu, deengan meenggunakan peemikiran yang 

matang untuk meencapai suatu tujuan”. Be erdasarkan peengeertian teerseebut dapat 

disimpulkan bahwa me etodee peeneelitian adalah keeteerangan yang beerhubungan 

deengan meetodee peeneelitian. Oleeh kareena itu, meetodee peeneelitian meerupakan 

landasan, jalan atau me etodee yang dilakukan untuk me engadakan suatu 
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peeneelitian. Untuk meenjawab peermasalahan di atas, peenulis meelakukan 

peeneelitian seebagai beerikut: 

1. Jenis Penelitian 

Jeenis peeneelitian yang akan digunakan dalam pe enulisan hukum ini 

adalah peeneelitian yuridis e-eempiris. Peeneelitian hukum yuridis e-eempiris dapat 

juga diseebut deengan peeneelitian hukum normativee teerapan adalah peeneelitian 

hukum yang meenjeelaskan meengeenai peembeerlakuan / imple emeentasi 

keeteentuan hukum hormatif se ecara peelaksanaan pada seetiap jeenis peeristiwa 

hukum teerteentu yang teerjadi di masyarakat.10 Adapun meetodee yang 

digunakan dalam peeneelitian ini adalah meetodee peeneelitian lapangan (field 

research) dimana peeniliti teerjun langsung di teempat peeneelitian. Dalam hal 

ini, untuk meengeetahui kee-eefeektivitasan peengeelolaan peerkara meenggunakan 

e-Court meenurut PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang se ebagaimana teelah 

meengalami peerubahan deengan PERMA Nomor 7 Tahun 2012 teentang 

administrasi peerkara dan peersidangan di peengadilan seecara eeleektronik  di 

Peengadilan Neegeeri Keelas II Reembang. Untuk lokasi pe eneelitian yaitu 

teerdapat di Peengadilan Neegeeri Keelas II Reembang.  

2. Sumber Data  

 Sumbeer data teerdiri dari; 

a. Data Primeer 

                                                             
10 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.133. 
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Sumbeer data primeer adalah sumbeer data yang dipe eroleeh seecara 

langsung dari reespondeen meelalui wawancara dan obse ervasi maupun 

laporan dalam beentuk dokumeen informal yang nantinya akan diolah 

oleeh peeneeliti. Data utama atau data prime er pada peeneelitian ini adalah 

keeteerangan yang dipeeroleeh dari Peejabat dan Staff Peeradilan yaitu 

Hakim, Paniteera, Paniteera Muda, Jurusita, Advokat, Staf PTSP, dan 

Pihak beerpeerkara yang teelah meenggunakan aplikasi e-Court pada tahun 

2023 di Peengadilan Neegeeri Keelas II Reembang.  

b. Data Seekundeer  

Sumbeer informasi atau data se ekundeer yaitu data yang dipeeroleeh 

dari dokumeen reesmi, buku-buku yang beerkaitan deengan topik 

peeneelitian beerupa laporan, skripsi, teesis, seerta peeraturan peerundang-

undangan. Dalam pe eneelitian ini peenulis meengambil data seekundeer dari 

buku, jurnal, artike el, dan sumbeer informasi lain yang dipe erlukan.  

3. Teknik Pengumpulan Data  

Dalam teeknik peengumpulan data, peeneeliti meengumpulkan data 

deengan wawancara, analisa me endalam, juga deengan obseervasi lapangan, 

dan juga dokumeentasi. Obseervasi dilakukan deengan meengamati prosees 

yang ada di PTSP (Peelayanan Teerpadu Satu Pintu), dan juga bagaimana 

prosees beerjalannya e-Court di Peengadilan. Seelain itu wawancara dilakukan 

keepada unit yang meemiliki kaitannya deengan peenyeeleenggaraan prosees 

peeradilan eeleektronik.  
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4. Metode Pengolahan Data 

Dalam meetodee peengolahan data ini, peeneeliti meenggunakan beebeerapa 

meetodee, diantaranya :  

a. Peemeeriksaan Data (editing), yaitu teeknik yang digunakan untuk 

meengolah data deengan cara meemeeriksa keembali data yang diteerima. 

Dalam peeneelitian ini, langkah e editorial peeneeliti adalah meenyajikan 

hasil wawancara dan dokume en yang akan dipreeseentasikan deengan 

meenggunakan kalimat yang se edeerhana dan mudah dipahami. Pe eneeliti 

akan meempeerbaiki atau meengeedit hasil wawancara dan dokume entasi 

yang dihasilkan.  

b. Klasifikasi (Classifying), yaitu teeknik yang digunakan untuk 

meengklasifikasikan informasi yang dite erima di awal beerdasarkan focus 

masalah yang diteeliti. Deengan cara ini, informasi yang dipe eroleeh dari 

wawancara dan dokumeen seerupa dapat dikeelompokkan meenjadi satu 

dan seeteerusnya.  

F. Sistematika Penelitian  

Sisteematika peenulisan dijeelaskan deengan tujuan untuk me emudahkan 

peemahaman bahasan dalam pe eneelitian yang akan ditulis, siste ematika peenulisan 

meenjeelaskan peenyusunan peenulisan deengan beebeerapa garis-garis beesar 

peeneelitian, seebagai beerikut: 

BAB I: PENDAHULUAN  
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Bab ini me erupakan peendahuluan yang be erfungsi seebagai pola 

dasar dari seeluruh skripsi ini. Pe endahuluan meeliputi latar 

beelakang masalah, peembatasan dan rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat peeneelitian, keerangka peemikiran, meetodee peeneelitian, 

dan sisteematikan peenulisan.  

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini meembahas teentang peengeertian e-Court, teeori teentang ke e 

eefeektivitas an, isi dari syste em e-Court, Peeraturan teerbaru oleeh 

Mahkamah Agung teentang e-Court, Seerta meengeenai Peeneelitian 

teerdahulu.  

BAB III:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini meembahas teentang obyeek peembahasan, yang 

didalamnya dibahas meengeenai kee eefeektivitas hukum teerhadap 

Peenyeeleesaian peerkara seecara e-Court di Peengadilan Neegeeri 

Keelas II Reembang dan membahas mengenai kendala yang 

terjadi pada penerapan sistem e-Court di Pengadilan Negeri 

Rembang Kelas II 

BAB IV:  PENUTUP   

Bab ini beerupa Peenutup yang beerisi keesimpulan yang dapat 

peenulis ambil dari peeneelitian ini, dan diakhiri de engan saran seerta 

reekomeendasi yang peeneeliti beerikan seesuai peermasalahan yang 

ada.  
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